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ABSTRACT 

 
One problem faced by farmers include low income. This is due to rendahya level of productivity 

resulting from the lack of information technology and farming capital. To overcome the need to program 
a breakthrough. One of the breakthrough program through Rural Agribusiness Program (PUAP). PUAP in 
West Kalimantan has entered its third year. To what extent is the performance of West Kalimantan 
Province Gapoktan PUAP entering the third year? How is the effort that must be done so Gapoktan PUAP 
as LKMA.To answer the need of a review. The purpose of writing this paper is to see the performance 
PUAP Gapoktan development and empowerment of Microfinance Institutions in Rural Farmers 
Agribusiness. The study was conducted in 12 districts receiving funds PUAP BLM. This study uses 
survey methods. The survey used a questionnaire to the respondent. Retrieving data using the method 
kuesiner terstruktur. Respondents are gapoktan observed indicators include disbursement of funds, 
financial development, problems faced by Supervisor Partner Farmer, PPL Pedamping And LO BPTP. 
Analysis of descriptive data on the progress, problems and development stratergi Gapoktan PUAP 2008 
and 2009 as the Institute of Agribusiness on Rural Microfinance. Most of the RUB is still used for its 
cultivation of food crops, plantations, livestock, and horticulture. Performance PUAP not optimal 
distribution of funds. Reporting disbursements of official development has not been optimal. This is due 
to various problems. To prepare Gapoktan PUAP as has been done LKMA rating. Results There are 25 
gapoktan rating in 2008 and 33 gapoktan in 2009 as microfinance Institutions Agribusiness. 
Empowerment Gapoktan PUAP be LKMA stages require, among other things: (1) Identification of 
Needs, (2) Socialization Activities MFI-A, (3) Establishment of Board And Management MFI-A, (4) 
Preparation of Articles of Association (AD) And Budget Household (ART), (5) Operationalization LKM-
A, and (6) Development of the MFI-A. Entry point empowerment strategy Gapoktan PUAP as LKMA 
namely the existence of cross-scientific studies 
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PENDAHULUAN 

 
Pembangunan pertanian menghadapi 

permasalahan yang klasik yakni  rendahnya 
pendapatan petani.  Rendahnya pendapatan ini 
diakibatkan dari rendahnya produktivitas di 
tingkat petani.Hal ini akibat dari tidak 
tersedianya informasi teknologi maju dan tidak 
tersedianya modal kerja.Kondisi ini 
menyebabkan rendahnya mutu produk yang 
dihasilkan oleh petani sehingga harga yang 
diterima petani rendah.Salah satu upaya 
mengatasi permodalan dengan Program PUAP. 

Sejak tahun 2008 Departemen Pertanian 
melaksanakan terobosan program dalam 
pembangunan pertanian yang diberi naman  
Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). 
Program ini terkait erat dengan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
(PNPM-Mandiri) yang berada dibawah 

koordinasi Kantor Menko Kesejahteraan 
Rakyat.Program ini diharapkan dapat 
mengurangi kemiskinan dan pengangguran di 
pedesaan, melalui penumbuhan dan 
pengembangan kegiatan usaha agribisnis di 
perdesaan sesuai dengan potensi wilayah 
(Departemen Pertanian, 2008). 

Gapoktan PUAP merupakan suatu 
lembaga petani di pedesaan yang diharapkan 
sebagai lembaga pembiayaan agribisnis 
perdesaan.Lembaga pembiayaan agribisnis 
berperan sebagai salah satu unsur pelancar bagi 
keberhasilan dalam program pembangunan 
sektor pertanian.Peranan kredit bukan saja 
sebagai pelancar pembangunan, tetapi dapat 
juga menjadi unsur pemacu adopsi teknologi 
yang diharapkan mampu meningkatkan 
produksi, nilai tambah dan pendapatan 
masyarakat (Syukur et al, 1993). 
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Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis 
merupakan Lembaga intermediasi keuangan 
bagi para anggota kelompok tani dan warga 
yang terpilih dari lingkungan ikatan 
pemersatunya (tingkat desa) yang bersepakat 
untuk bekerjasama saling menolong dengan 
menabung secara teratur dan terus-menerus 
sehingga terbentuk modal bersama yang terus 
berkembang, guna dipinjamkan kepada para 
anggota untuk tujuan produktif dan 
kesejahteraan dengan tingkat bagihasil/jasa 
tabungan maupun pembiayaan  yang layak dan 
bersaing.  

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro 
sebagai modal pembangunan pertanian di 
Indonesia sangat penting.Berangkat dari sejarah 
tentang keberadaan lembaga keuangan mikro di 
pedesaan.Masyarakat Indonesia sejak lama 
mengembangkan keuangan mikro, seperti: 
arisan, lumbung pitih nagari, lumbung desa, 
jimpitan, dsb. Beberapa Lembaga 
Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) 
mengembangkan LKM Non Bank yang secara 
riil juga memberikan pelayanan keuangan 
mikro, seperti : PINBUK dengan BMT 
(dan/atau BaiQi khusus di NAD) dan 
POKUSMA, BK3I dengan Credit 
Union/Kopdit, Alisa Khadijah dengan SUA, 
Majlis Ekonomi Muhammadiyah dengan BTM, 
Lembaga Ekonomi NU dengan Syirkah 
Muawanah, beberapa repikator Grameen, ASA, 
dsb. 

Pemerintah melalui berbagai program dan 
proyek juga mengembangkan konsep keuangan 
mikro, seperti : BKD, LPD, IDT, PPK, P4K, 
Takesra – Kukesra, P2KP, UED-SP, P2FM, 
BMT-KUBE, PEMP, MAP, PEMP, LPT 
INDAK, P2KER, LEPMM, P3KUM, 
PERKASSA, KPRS, PUAP, PNPM dan 
sebagainya.Berbagai lembaga keuangan 
berbentuk bank terlibat dalam pengembangan 
keuangan skala mikro: BRI Unit, Bukopin, 
Danamon Simpan Pinjam, BPR, dan 
BPRS.Pendekatan keuangan mikro lintas 
pelaku: Program Hubungan Bank dengan KSM 
(PHBK) yang kemudian lebih riil berkembang 
Hubungan Bank dengan LKM (HBL) atau 
Linkage Program 

Melihat dari permasalahan tersebut diatas, 
ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapat 
jawaban terkait dengan Gapoktan PUAP.  
Bagaimana kondisi Gapoktan PUAP 
Kalimantan Barat sebagai Lembaga Keuangan 
Mikro Agribisnis? Apa yang menjadi 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
Gapoktan PUAP? Bagaimana solusi dan strategi 
pemberdayaan Gapoktan PUAP sebagai 
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di 
Pedesaan? Untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut diperlukan kajian 

pemberdayaan Gapoktan PUAP Kalimantan 
Barat Menuju Lembaga Keuangan Mikro 
Agrobisnis Mandiri. 

Tulisan  ini  bertujuan  untuk melihat 
kinerja  perkembangan Gapoktan PUAP dan 
pemberdayaan Lembaga Keuangan  Mikro 
Agribisnis Petani di Pedesaan. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 
Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilakukan di semua lokasi 
kabupaten penerima dana BLM PUAP tahun 
2008 dan 2009 provinsi Kalimantan Barat. 
Waktu penelitian dilakukan bulan Oktober 
2010. 
 
Metode penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode 
survey.Survey menggunakan kuesioner pada 
responden.Pengambilan data menggunakan 
metode kuesiner tersrtukur. Responden 
merupakan gapoktan   Indikator yang diamati 
antara lain penyaluran dana, perkembangan 
keuangan, permasalahan-permasalahan  yang 
dihadapi oleh Penyelia Mitra Petani, PPL 
Pedamping Dan LO BPTP. 

 
Analisis Data  

Analisis data secara deskriptif terhadap 
perkembangan, permasalahan dan stratergi 
pengembangan  Gapoktan PUAP 2008 dan 2009 
sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis 
di Pedesaan 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi awal Gapoktan 2008 dan 2009 

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 
2008 menerima dana BLM PUAP pada 234 
Gapoktan yang tersebar pada 11 kabupaten 
(Tabel 1). Dari dana sebesar Rp 22, 4 Milyar 
sebagian besar (78,3%) digunakan untuk 
kegiatan Budidaya dan sisanya untuk kegiatan 
non budidaya. Kabupaten yang menerima dana 
PUAP diatas 10% dari dana total Provinsi 
berturut-turut yakni kabupaten Landak, 
Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi 
dan Pontianak (Kab.Pontianak dan Kubu Raya).  

Pada tahun 2009 Dana PUAP yang 
diterima Gapoktan Provinsi Kalimantan Barat 
sebesar Rp 20,5 M dengan jumlah gapoktan 
sebanyak 221 buah. Penggunaan Dana PUAP 
sebagian besar (75,82%) untuk kegiatan 
Budidaya dan 24,18% digunakan untuk Non 
Budidaya (Tabel 2). Pada tahun 2009 sebaran 
dana BLM PUAP merata di semua 
kabupaten.Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, 
Landak, Melawi, Pontianak (Pontianak dan 
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Kubu Raya dan Sintang merupakan Gapoktan 
dengan penerima dana masing-masing Rp 2 
Milyar untuk 20 Gapoktan. 
Tabel. 1. Kondisi Awal Gapoktan, PPL 

Pendamping, PMT, RUB Gapoktan 
PUAP 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 2. Kondisi Awal Gapoktan, PPL 

Pendamping, PMT, RUB Gapoktan 
PUAP 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber:Data Primer, 2009 
 
Kinerja Gapoktan PUAP 2008 dan 2009 
(Aspek Keuangan) 
 

Gapoktan PUAP diharapkan sebagai 
model pemberdayaan kelembagaan petani 
khususnya lembaga pembiayaan agribisnis di 
pedesaan.  Salah  satu indikator untuk menilai 
Gapoktan sebagai lembaga keuangan mikro 
agribisnis dengan melihat kinerja dari 
penyaluran dana dan pendapatannya (Tabel 3). 
Dari Tabel 3 terlihat bahwa hanya 3 kabupaten 
yang melaporkan penyaluran dana BLM PUAP.  

 
Tabel 3. Nilai Penyaluran, Jumlah Nilai Usaha 

Akhir Gapoktan PUAP 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber:Data Primer, 2008 
Keterangan: Na= tidak ada data 

Pada tahun 2009  kinerja Gapoktan PUAP 
dalam penyaluran dana dan keuangan mikro 
kondisinya relatif sama dengan tahun 2008.  
Hanya kabupaten Sanggau yang melaporkan 
nilai penyaluran dan jumlah nilai usaha akhir 
(Tabel 4). 
Tabel 4. Nilai Penyaluran, Jumlah Nilai Usaha 

Akhir Gapoktan PUAP 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber:Data Primer, 2008 
Keterangan: Na= tidak ada data 

 
Gapoktan  PUAP dibentuk dengan tujuan 

sebagai lembaga keuangan mikro agribisnis di 
perdesaan. Untuk mendukung Gapoktan PUAP 
tahun 2008 dan 2009 sebagai lembaga keuangan 
mikro agribisnis diperlukan beberapa tahapan.  
Tahapan antara lain rating Gapoktan PUAP dan 
pelatihan LKMA.    
 
Pemberdayaan Gapoktan PUAP menjadi 
Lembaga Keuangan Keuangan Mikro 
Agrobisnis di Pedesaan 
 

Pemberdayaan Gapoktan PUAP menjadi 
LKMA memerlukan tahapan-tahapan, antara 
lain : 
1. Identifikasi Kebutuhan. 
2. Sosialisasi Kegiatan Lkm-A. 
3. Pembentukan Pengurus dan Pengelola Lkm-

A,  
4. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan 

Anggaran Rumah Tangga (ART). 
5. Operasionalisasi LKM-A. 
6. Pengembangan LKM-A.   

Secara garis besar tahapan pendirian 
LKMA PUAP Gapoktan(Gambar 1)yaitu 
pertama dimulai PPL pendamping dan PMT 
mennsosialisasikan program kepada 
masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan 
tokoh agama beserta pejabat yang 
berwenang.Dari kesepatan bersama dibentuk 
Panitia PersiapanPendirian LKMA. Selanjutnya 
diadakan modal awal swadaya yang berasal dari 
anggota, tokoh masyarakat, tokoh adat dan 
pejabat (Lurah/Kepala Desa setempat) 
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Gambar 1. 
Tahapan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro 

Agrobisnis 
 

Tahapan kelima pemilihan pengurus,  Dari 
pemilihan pengurus maka dipilih pengurus yang 
mempunyai persyaratan  untuk mengelola 
LKMA.Persyaratan antara lain; tingkat 
pendidikan minimal SMTA, mempunyai sifat 
mandiri, jujur, danmempunyai 
komitmenterhadap kemajuan dan 
pengembangan LKMA .Menetapkan calon 
pengelola LKMA.Calon Pengelola LKMA 
wajib mengikuti pelatihan dan 
magang.Pengurus Gapoktan menyiapkan sarana 
dan prasarana. Tahapan yang penting yakni  
menyiapkanlegalitas (payung hukum) dari 
LKMA  mulai dari PINBUK, Badan Hukum 
berbentuk Koperasi Simpan Pinjam atau 
Koperasi Keuangan Syariah, Koperasi Credit 
Union. Tahapan terakhir adalah Unit Pengelola 
Keuangan Mikro Gapoktan Beroperasi. 

Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis 
merupakan bagian dari struktur organisasi 
Gapoktan.(Gambar 2). BPTP berperan 
pendamping teknologi.Pengurus Gapoktan 
membentuk seksi permodalan/pengelola 
LKMA.Dalam pengelola LKMA keberadaan 
Manajer LKMA menjadi suatu keharusan.  
Dalam operasionalnya manajer LKMA dibantu 
Badan Pengawas KPD, dan Penyuluh 
Pendamping,  Manajer LKMA membentuk 
seksi antara lain kasir, bendahara, unit 
pembiayaan dan pembukuan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.Struktur organisasi LKMA pada 

 Gapoktan PUAP 
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
calon LKMA PUAP Gapoktan Kalimantan 
Barat 
1. Sosialisasi Gapoktan PUAP sebagai LKMA 

belum optimal 
2. Laporan penyaluran dana BLM Gapoktan 

PUAP tahun 2008 dan 2009 belum lengkap.  
Hal ini karena data dari PMT banyak yang 
belum menyampaikan data ke BPTP 
Kalimantan Barat sebagai Sekretarit PUAP 
Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini 
berkaitan dengan letak geografis desa 
penerima dana PUAP yang jauh, 
pedalaman, terisolir, infrastruktur yang 
minim. Hal ini membuat biaya operasional 
pendampingan Gapoktan PUAP baik oleh 
PMT dan PPL menjadi mahal.  

3. Koordinasi yang belum optimal antara 
provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.  
Luasnya wilayah, terbatasnya SDM 
pendamping, minimnya dana pendamping 
dari pemerintah kabupaten/kota setempat 
menyebabkan kinerja petugas pendamping  
Gapoktan PUAP tidak optimal. 

4. Persepsi masyarakat tentang program 
PUAP masih belum baik,  PUAP sebagai 
program relatiif baru memerlukan 
sosialisasi yang rutin dan berkelanjutan 
pada semua lapisan masyarakat pedesaan.  
Persepsi sebagian masyarakat bahwa PUAP 
merupakan bantuan dan hibah 
menyebabkan dana di sebagian besar 
Gapoktan PUAP masih macet. 

Dalam opersionalisasi LKMA ini 
dilakukan evaluasi dinamika komponen 
pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi 
sosial petani sekaligus dilakukan pula 
pemantauan proses perubahan sosial sebagai 
resultan interaksi introduksi model 
pemberdayaan dengan kondisi sosial 
masyarakat setempat.  Entry point strategi 
pemberdayaan Gapoktan PUAP sebagai LKMA 
yaitu adanya kajian lintas keilmuan.Hasil kajian 
disepakati untuk disosialisasikan sebagai 
penyempurnaan LKMA di masa 
mendatang.Sosialisasik LKMA kepada aparat 
yang terkait dengan program pembangunan 
stempat termasuk pejabat structural dan 
kelompok penyusun kebijakan daerah. 
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KESIMPULAN  
 

1. Program Usaha Agribisnis Perdesaan 
merupakan salah satu terobosan dalam 
pembangunan pertanian di perdesaan.  dari 
sisi kelembagaan pembiayaan  

2. Kondisi kinerja penyaluran dana BLM 
Gapoktan PUAP belum optimal. Hal ini 
dikarenakan permasalahan-permasalahan 
antara lain; letak geografis, pendampingan 
dari pemerintah kabupaten.kota yang 
belum optimal. 

3   Pemberdayaan Gapoktan PUAP menjadi 
LKMA memerlukan tahapan-tahapan, 
antara lain :  (1) Identifikasi Kebutuhan,  
(2) Sosialisasi Kegiatan Lkm-A,  (3) 
Pembentukan Pengurus Dan Pengelola 
Lkm-A,  (4) Penyusunan Anggaran Dasar 
( AD ) Dan Anggaran Rumah Tangga ( 
ART ), (5) Operasionalisasi LKM-A, dan 
(6) Pengembangan LKM-A 
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